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BAB V  

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk meneliti pengaruh kompetensi 

sumber daya manusia, sistem pengendalian intern, akuntabilitas, dan transparansi 

pengelolaan laporan keuangan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah 

daerah Kabupaten Bantul. Pada penelitian ini menggunakan penyebaran kuesioner 

115 sampel, dan dikembalikan 108 sampel. Berdasarkan penelitian yang telah 

dilakukan, dapat disimpulkan bahwa: 

1. Variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia (X1) memiliki nilai 

signifikansi (sig) sebesar 0,425, yang lebih besar dari nilai signifikansi. 

Nilai tersebut lebih besar dari nilai probabilitas yaitu 0,05. Maka dapat 

disimpulkan bahwa Kompetensi Sumber Daya Manusia (X1) tidak 

berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y). 

Hal ini, menandakan bahwa semakin baik atau tidak baiknya Kompetensi 

Sumber Daya Manusia tidak berpengaruh terhadap Kualitas Laporan 

Keuangan Pemerintah Daerah. 

2. Variabel Sistem Pengendalian Intern (X2) memiliki nilai signifikansi (sig) 

sebesar 0,001, yang lebih kecil dari nilai signifikansi. Nilai tersebut lebih 

kecil dari nilai probabilitas yaitu 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa 

variabel Sistem Pengendalian Intern (X2) berpengaruh signifikan positif 

terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y). Pengaruh 
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signifikan ini mempunyai arah yang positif, dapat dilihat dari koefisiennya 

yaitu sebesar 0,234. Hal ini, menandakan bahwa Sistem Pengendalian 

Intern pada Kabupaten Bantul mencapai tujuan bersama dan menyediakan 

informasi keuangan yang menaati aturan dan handal, maka akan membantu 

meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. 

3. Variabel Akuntabilitas memiliki nilai signifikansi (sig) sebesar 0,000, yang 

lebih kecil dari nilai signifikansi. Nilai tersebut lebih kecil dari nilai 

probabilitas yaitu 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel 

Akuntabilitas (X3) berpengaruh signifikan positif terhadap Kualitas 

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y). Sehingga variabel 

Akuntabilitas (X3) berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan 

Pemerintah Daerah (Y). Pengaruh signifikan ini mempunyai arah yang 

positif, dapat dilihat dari koefisiennya yaitu sebesar 0,620. Hal ini, 

menandakan bahwa Akuntabilitas memiliki pengaruh yang baik untuk 

tercapainya kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. 

4. Variabel Transparansi Pengelolaan Laporan Keuangan memiliki nilai 

signifikansi (sig) sebesar 0,049, yang lebih kecil dari nilai signifikansi. 

Nilai tersebut lebih kecil dari nilai probabilitas yaitu 0,05. Maka dapat 

disimpulkan bahwa variabel Transparansi Pengelolaan Laporan Keuangan 

(X4) berpengaruh signifikan positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan 

Pemerintah Daerah (Y). Sehingga variabel Transparansi Pengelolaan 

Laporan Keuangan (X4) berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan 

Pemerintah Daerah (Y). Pengaruh signifikan ini mempunyai arah yang 
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positif, dapat dilihat dari koefisiennya yaitu sebesar 0,210. Maka dapat 

disimpulkan bahwa Transparansi Pengelolaan Laporan Keuangan 

berpengaruh dalam membuat kualitas laporan keuangan daerah menjadi 

semakin baik. 

 Penelitian ini menunjukkan bahwa ketiga variabel independen yang 

digunakan dalam penelitian ini yaitu sitem pengendalian intern, akuntabilitas dan 

transparansi pengelolaan laporan keuangan dapat meningkatkan kualitas laporan 

keuangan dan satu variabel independen yaitu kompetensi sumber daya manusia 

tidak mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah jika 

kompetensi menurun atau meningkat tidak mempengaruhi kualitas laporan 

keuangan pemerintah daerah. Sehingga penelitian ini telah mencapai tujuannya 

untuk menjelaskan dan menguji kembali variabel-variabel terdahulu dengan 

subjek penelitian yang baru dan dengan mengeneralisasikan dengan penelitian 

lama. 

 Penelitian ini membuktikan bahwa dengan menggabungkan empat variabel 

independen yang diteliti dari penelitian terdahulu yaitu Wardani (2017), Ningrum 

(2018), Hamsinar (2017), Septiningtyas (2017) dan Lubis (2018), terbukti bahwa 

hasilnya konsisten. Namun pada variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia oleh 

Wardani (2017) dan Lubis (2018) hasilnya tidak konsisten, karena pada hasil yang 

diteliti oleh penulis, variabel kompetensi sumber daya tidak berpengaruh pada 

kualitas laporan keuangan daerah. Pada penelitian ini juga membuktikan bahwa 

dengan berpengaruhnya sistem pengendalian intern, akuntabilitas dan 

transparansi pengelolaan laporan keuangan terhadap kualitas laporan keuangan 
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pemerintah daerah dapat mempengaruhi pengelolaan izin dan pajak reklame yang 

belum tertib dan pengelolaan piutang daerah yang belum memadai. Walaupun 

kedua masalah tersebut tidak mempengaruhi kualitas laporan keuangan 

pemerintah daerah. Jika dikaitkan dengan variabel yang digunakan dalam 

penelitian ini, sistem pengendalian internal merupakan suatu entitas dalam 

pemerintahan yang memiliki tujuan untuk tercapainya suatu kegiatan yang efektif 

dan efisien, akuntabilitas merupakan suatu rasa tanggungjawab akan pelaporan 

laporan keuangan yang disajikan, dan transparansi pengelolaan laporan keuangan 

merupakan prinsip keterbukaan dengan masyarakat mengenai informasi keuangan 

daerah.  

 Dari ketiga penjelasan variabel tersebut, yang memiliki keterkaitan dengan 

pengelolaan izin dan pajak reklame dan pengelolaan piutang daerah yang belum 

memadai yaitu sistem pengendalian intern dan akuntabilitas, karena dengan 

tingginya tingkat kesadaran dari aparatur pemerintah daerah dalam 

memberlakukan Perda Bantul No.10/2020 tentang Penyelenggaraan Reklame dan 

Media Informasi yang merupakan kebijkan publik yang mengatur mengenai 

penyelenggaraan reklame dan media informasi yang memiliki tujuan untuk 

penertiban, penataan dan pengendalian penyelenggaraan reklame dan media 

informasi agar memenuhi aspek etika dan estetika terhadap beberapa pemilik 

usaha reklame. Selain itu, dengan adanya rasa tanggung jawab dari aparatur 

pemerintah dalam mengelola pajak reklame dan piutang daerah dapat membantu 

terkelolanya pajak reklame dan piutang daerah. Sehingga dengan diberlakukannya 

Perda Bantul No.10/2020 tentang Penyelenggaraan Reklame dan Media Informasi 



 

 

100 
 

 

dapat menjadi solusi untuk tertibnya pengumpulan pajak dan izin pemasangan 

reklame. Selain itu, diharapkan piutang yang belum dikelola dengan baik, dapat 

dikelola dengan baik. 

5.2. Implikasi 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan koreksi untuk 

pemerintah daerah dalam meningkatkan, menjaga dan memperbaiki kualitas 

laporan keuangan daerah dengan memperhatikan faktor-faktor seperti 

Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern, Akuntabilitas, 

dan Transparansi Pengelolaan Laporan Keuangan. 

5.3. Keterbatasan 

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah peneliti tidak dapat menjangkau 36 

OPD Kabupaten Bantul dikarenakan keterbatasan waktu yang dialami peneliti 

dalam melakukan penyebaran kuesioner. Selain itu, peneliti mengalami kesulitan 

dalam mengambil informasi dari responden. Dikarenakan hal tersebut, penulis 

hanya dapat menyebarkan kuesioner ke 29 OPD Kabupaten Bantul.  

Keterbatasan lain dalam penelitian ini adalah adanya responden yang mengisi 

kuesioner tidak sesuai dengan kriteria sampel dan terdapat jawaban pertanyaan 

yang tidak benar atau mengisi asal-asalan. Hal ini, menyebabkan data yang 

didapatkan peneliti tidak memenuhi normalitas dan terheteroskedastisitas. Karena 

hal tersebut, peneliti melakukan proses outlier. Proses outlier digunakan untuk 

mengidentifikasi kuesioner-kuesioner yang outlier dan untuk menyaring data 

outlier. Sehingga data yang digunakan peneliti adalah data setelah melalui proses 
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outlier. Berikut ini data yang termasuk outlier dalam penelitian ini, tersaji pada 

Gambar 4.13. Data Tabulasi Outlier. 
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Pada Gambar 4.13. Data Tabulasi Outlier, diketahui bahwa data-data yang 

outlier berasal dari kuesioner yang di isi oleh responden yang tidak berhubungan 

langsung dengan penyusunan laporan keuangan. Karena pada data diatas terdapat 

12 OPD yang merupakan Organisasi Perangkat Daerah/Dinas yang tidak 

berhubungan langsung dengan akuntansi dan laporan keuangan, sehingga besar 

kemungkinan responden dalam menjawab kuesioner tidak memahami isi 

kuesioner peneliti atau tidak membaca isi kriteria kuesioner peneliti dengan 

seksama. 

5.4. Saran 

Saran untuk penelitian selanjutnya yang menggunakan variabel independen 

dan variabel dependen yang sama, namun berbeda subjek penelitian. Sebaiknya, 

melakukan penelitian dengan menjelaskan kriteria secara detail dan memperluas 

cakupan sampel dari populasi yang lebih besar. Dengan harapan, hasil yang 

diperoleh lebih akurat dan mendapatkan banyak sampel untuk mencapai standar 

pengolahan data. Selain itu, jika dikaitkan dengan kualitas laporan keuangan 

pemerintah daerah, diharapkan peneliti selanjutnya menggunakan OPD / Dinas 

yang berhubungan langsung dengan akuntansi dan laporan keuangan. Lalu, peneliti 

selanjutnya diharapkan dapat menambah atau mengganti beberapa variabel yang 

akan di uji, agar mengetahui pengaruh lain yang dapat mempengaruhi kualitas 

laporan keuangan pemerintah daerah. 
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